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Pada hari ini, Senin tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua (01-03-2022), kami yang
bertanda tangan di bawah ini:

1

IKATAN APOTEKER INDONESIA (IAl), merupakan Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang
ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 41846/KMB/121 tertanggal 16
September 1965, dengan nama sebelumnya yaitu |katan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI) yang
berubah nama menjadi Ikatan Apoteker Indonesia (IAl) pada Kongres XVIII lkatan Sarjana Farmasi
Indonesia di Jakarta pada tanggal 07-09 Desember 2009 dan ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Hukum dan HAM nomor AHU-0000217.AH.01.08.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan
Hukum Perkumpulan: Perkumpulan Ikatan Apoteker Indonesia tanggal 11 Maret 2019, berkedudukan di
JI. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 14440, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Nurul Falah Eddy
Pariang, Apt. dalam jabatannya selaku Ketua Umum Pengurus Pusat berdasarkan Surat Keputusan
Ketua Umum Pengurus Pusat lkatan Apoteker Indonesia Nomor: Kep.001/PP.IAI/1822/V/2018
tertanggal 18 Mei 2018 dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama IKATAN APOTEKER
INDONESIA (IAl) selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA; dan

FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS INDONESIA, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2021, dalam hal ini diwakili
oleh Prof. Dr. Arry Yanuar, M.Si., Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi, berdasarkan Surat
Pendelegasian Rektor Universitas Indonesia Nomor: 17/SP/R-FF/BLLH/2022 dan oleh karena itu
berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia berkedudukan
hukum di Jalan Salemba Raya Nomor 4, Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “UI") sebagai selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK,
sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan
menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

T

Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan sebuah Organisasi Profesi Apoteker di Indonesia yang
melakukan kegiatan-kegiatan terkait profesi kefarmasian dalam rangka memperhatikan dan
memperjuangkan kepentingan-kepentingan farmasi pada umumnya dan apoteker pada khususnya.
Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan
pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada
Masyarakat.
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PARA PIHAK menyatakan setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama
dalam hal penyelenggaraan kegiatan yang menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan
Jurnal dengan semangat kebersamaan berlandaskan asas kemitraan dan asas saling menguntungkan,
serta menempatkan kepentingan nasional dan pendidikan sebagai prioritas utama (selanjutnya disebut:
“Perjanjian”), berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Melaksanakan kerja sama antara PARA PIHAK dalam upaya mendukung kegiatan tridharma perguruan
tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(1) Kerja sama penelitian dalam bentuk fasilitasi perolehan data dan responden;

(2) Keterlibatan sebagai reviewer, terutama pengurus dan anggota bidang TIK dan Riset IAl pada jurnal
Pharmaceutical Sciences and Research (PSR) yang dikelola PIHAK KEDUA;

(3) Sosialisasi kegiatan yang diadakan oleh PARA PIHAK;

(4) Pelaksanaan PharmaQ Webinar, yang merupakan program dari PIHAK PERTAMA, mengenai riset
sederhana dan scientific writing;

(5) Inisiasi pembentukan himpunan seminat.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban untuk:

a. Memfasilitasi dan memberikan masukan serta arahan terkait perolehan data dan responden
yang diperlukan untuk pelaksanaan penelitian PIHAK KEDUA;

b.  Menjaga kerahasiaan data terkait penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA:

c.  Memberikan rekomendasi nama sumber daya PIHAK PERTAMA, terutama dari bidang TIK dan
Riset 1Al atau lainnya, sebagai reviewer jurnal PSR PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang
berlaku;

d.  Memperoleh dukungan dari PIHAK KEDUA pada sosialisasi kegiatan-kegiatan yang diadakan
PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

e. Memperoleh dukungan dari pelaksanaan PharmaQ Webinar mengenai riset sederhana dan
scientific writing sesuai kesepakatan PARA PIHAK;

f.~ Menginformasikan terkait rencana kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama;

. Memperoleh saran dan masukan terkait inisiasi pembentukan himpunan Seminat.
(2) PIHAK KEDUA berhak dan berkewajiban untuk:

a. Memperoleh dukungan dan fasilitas dari PIHAK PERTAMA terkait perolehan data dan
responden pada pelaksanaan penelitian;

b.  Memasang logo IAl pada situs jurnal PSR;

Memperoleh rekomendasi nama reviewer jurnal PSR dari PIHAK PERTAMA;
d.  Memfasilitasi dan memberikan masukan terkait sosialisasi kegiatan-kegiatan yang diadakan

PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK;

o
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e. Memfasilitasi dan memberikan masukan seperti memberikan rekomendasi narasumber terkait
pelaksanaan PharmaQ Webinar mengenai riset sederhana dan scientific writing sesuai
kesepakatan PARA PIHAK;

f. - Memperoleh informasi terkait rencana kegiatan yang masuk dalam ruang lingkup kerja sama;

g. Memberikan saran dan masukan serta terlibat dalam inisiasi pembentukan himpunan Seminat.

PASAL 4
PUBLIKASI DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pencantuman nama PARA PIHAK dari hasil kegiatan yang merupakan hasil penelitian dan
pengembangan, baik berupa data hasil pengukuran/observasi maupun data yang digunakan oleh suatu
aktivitas penelitian dan pengembangan di dalam konsorsium, baik berupa publikasi, data mentah,
maupun kekayaan intelektual yang merupakan hasil dari Perjanjian ini sepenuhnya ditentukan
berdasarkan besar peran yang diberikan dan ditentukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sepakat menjamin bahwa kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukannya berdasarkan Perjanjian ini tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) milik PIHAK lain.

Dalam hal terjadi tuntutan, baik yang diajukan kepada masing-masing PIHAK atau kepada PARA
PIHAK secara bersama-sama atas penggunaan HKI milik PIHAK lain, dari pekerjaan/tugas yang
dilakukan oleh salah satu PIHAK sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini, maka dalam hal ini akan
menjadi tanggungjawab PIHAK pengguna HKI milik PIHAK lain tersebut.

Pelaksanaan Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sama sekali tidak mengakibatkan beralihnya HKI dari
salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

Apabila dari hasil Kerja Sama ini menghasilkan penemuan-penemuan baru yang layak mendapat
perlindungan HKI, maka kepemilikan dari hasil penemuan tersebut berdasarkan besar peran yang
diberikan dan ditentukan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Terhadap upaya perlindungan HKI sebagaimana diatur pada ayat (4), maka PARA PIHAK bersepakat
untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dari penemuan dalam Kerja Sama ini dengan cara
pendaftaran atas nama dan milik bersama PARA PIHAK berdasarkan besar peran yang diberikan dan
ditentukan atas kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Segala pengelolaan HKI atas nama dan milik bersama PARA PIHAK akan ditentukan dalam Perjanjian
tersendiri.

Pengetahuan asal yang berupa ide penelitian, desain penelitian, perencanaan penelitian, konsep-
konsep dalam penelitian atau segala sesuatu yang bersumber dari masing-masing PIHAK tetap
menjadi hak eksklusifitas dari PIHAK pemilik pengetahuan asal tersebut.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, honor reviewer dan
narasumber, merupakan beban dan tanggung jawab masing-masing PIHAK, kecuali ditentukan lain
dalam perjanjian tersendiri sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pembayaran Perjanjian ini dilakukan dengan mekanisme resmi melalui transfer antar bank dari
rekening resmi yang telah disepakati oleh PARA PIHAK kepada individu atau institusi yang berperan
pada kegiatan kerja sama yang dilakukan.
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PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

(1) Perjanjian ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Februari
2025 (untuk selanjutnya disebut “Jangka Waktu Perjanjian”).

(2)  Perpanjangan Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan
dengan melakukan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK serta tunduk pada ketentuan-ketentuan
Perjanijian ini.

(3)  Apabila terdapat salah satu PIHAK yang akan memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian ini, maka
PIHAK tersebut harus memberitahukan secara tertulis maksud perpanjangan kerja sama kepada
PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian
berakhir.

(4)  Perjanjian ini berakhir apabila:

a. Setelah jangka waktu Perjanjan berakhir; atau

b. Adanya kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri sebelum berakhimya jangka waktu
Perjanjian; atau

C. Adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya
Perjanijian ini.

(5) Atas permohonan salah satu PIHAK sebagai pemohon, Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum
berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan persetujuan
tertulis dari PARA PIHAK.

(6) Permohonan pengakhiran oleh PIHAK pemohon kepada PIHAK termohon secara tertulis disertai
alasan-alasan yang mendasarinya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal
pembatalan Perjanjian yang dimaksud.

(7) Salah satu PIHAK tidak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berakhir, kecuali atas persetujuan tertulis PARA PIHAK, dengan tidak mengabaikan
kepentingan pendidikan.

PASAL 7
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

(1) Force majeure adalah peristiwa dan/atau masalah-masalah yang terjadi di luar dugaan dan atau di luar
kemampuan/kekuasaan manusia dan meliputi peristiwa—peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi,
banjir), kebakaran, peperangan, agresi, sabotase, kerusuhan/huru hara, mogok kerja, adanya
kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter atau hal-hal lain yang dapat disepakati oleh PARA PIHAK
sebagai force majeure.

(2) Apabila terjadi force majeure maka PARA PIHAK segera melaksanakan perundingan untuk
menentukan tindak lanjut dan apabila hal ini terjadi PIHAK yang tertimpa wajib mengundang PIHAK
lainnya atau berdasarkan kesepakatan mengadakan pertemuan 15 (lima belas) hari kerja setelah
terjadi force majeure.

(3) Apabila PARA PIHAK karena force majeure terhalang memberikan atau berbuat sesuatu yang
diwajibkan kepadanya dalam Perjanjian ini, maka tidak dapat dituntut untuk memenuhinya, dengan
sebelumnya telah melakukan penyelesaian kewajiban utang piutang dari PARA PIHAK.
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PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan
secara musyawarah.

(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk
menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9
LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini tunduk pada hukum negara Republik Indonesia.

(2) Setiap perubahan atau penambahan dari isi Perjanjian ini akan dituangkan dalam perjanjian tambahan
(addendum) yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mana addendum tersebut
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2
(dua) dan masing-masing dibubuhi meterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama pada
PARA PIHAK.
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